
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

, PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAANTANDATANGANELEKTRONIKPADADOKUMEN IZIN DAN

NON IZIN DI DINAS PENANAMANMODALDAN PELAYANANTERPADU SATUPINTU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, dipandang perlu menerapkan tanda tangan elektronik

pada dokumen izin dan non izin di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung

Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan

Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ten tang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ten tang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 210);

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2013 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31)

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan

Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPENGGUNAANTANDATANGAN

ELEKTRONIKPADA DOKUMEN IZIN DAN NON IZIN DI DINAS

PENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.



"

3. Bupati adalah Bupati TanjungJabung Timur.

4. Dinas Penanaman Modaldan PelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut DPM-PTSPadalah Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu KabupatenTanjungJabung Timur.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut KepalaDPM-PTSPadalah KepalaDinas Penanaman Modal

,
dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten TanjungJabung Timur.

6. Izin adalah dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah
kepada seseorang atau pelaku usaha/Icegiatan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Non Izin adalah dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada
seseorang atau sekelompokorang dalam kemudahan pelayanan dan informasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang selanjutnya disebut Tanda
Tangan Elektronik, adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik
yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya
yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi yang dibuat
menggunakanjasa penyelenggarasertifikasielektronik.

9. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi
sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

10. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik.

Pasal2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum
dalam menggunakan tanda tangan pada dokumen izin dan non izin di
DPM-PTSP.

(2) Penggunaan tanda tangan elektronikpada dokumen izin dan non izindi DPM
PTSPbertujuan untuk mendukung kelancaran serta meningkatkan efisiensi
dan efektifitaspenyelenggaraanperizinan dan non perizinan di DPM-PTSP.

BAB II

Pasal3

(1) Tanda tangan elektronik yang digunakan pada dokumen izin dan non izin di
DPM-PTSPadalah Tanda Tangan ElektronikTersertifikasi.

(2) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah
berupa frasa "telah ditandatangani secara elektronik oleh....." ditambah
nama dan jabatan penanda tangan.



·(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada (2) dapat diverifikasi
melalui layanan otoritas validasi (validation authority).

(4) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.

(5) Dokumen Izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin
dan non izin yang penerbitannya merupakan kewenangan DPM-PTSP.

(6) Dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
dengan format PDF (Portable Document Format}.

(7) Dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud ayat (6)dapat diverifikasi
melalui aplikasi yang digunakan di DPM-PTSP.

(8) Dokumen izin dan non izin yang terverifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dan dibubuhi tanda tangan elektronik yang valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan dokumen otentik dan memiliki
kedudukan hukum yang sah.

BABII!
KETENTUANPENUTUP

(\!ELAH DITELITI KEBENARANNYA
V\~bagHukum Dan Perundang • Undangan

Pasal 4 . KnAUS, SH.,M1H!
Pc biDe7K Ii (1!VIb}

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ....IP. '97003232002121 DEl(

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

T LAH DITELITI OLEH : Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal StZ{1\bczr 2019.KEPALADINASPENANAMAN

MODALDANPELAYANAN
TERPADUSATUPINTU J

KEPALABIDANGPE YANAN KABUPATEN JUNGTI ABUNGTIMUR,

H.RO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 D<2S<2.mb~r .zo 19

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,
r,

C':=:::--'"-r
SAPRIL

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN 2019

NOMOR 55


